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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 113 TAHUN 2020     

TENTANG 

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA                     

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), 

Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 

ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), 

Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021; 

  

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6570); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 

2021. 

 

Pasal 1 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri 

atas rincian: 

a. anggaran Pendapatan Negara; 

b. anggaran Belanja Negara; dan 

c. Pembiayaan Anggaran.  

 

Pasal 2 

Rincian anggaran Pendapatan Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas rincian:  

a. Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini; dan 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Presiden ini.  

 

Pasal 3 

Rincian anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian: 

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan 

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

 

Pasal 4 

(1) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri 

atas rincian:  

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian 

Anggaran kementerian negara/lembaga; dan 

b. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara. 
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(2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada 

Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

(3) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, kecuali 

anggaran program pengelolaan belanja lainnya. 

(4) Rincian anggaran program pengelolaan belanja lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

 

Pasal 5 

(1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri 

atas rincian: 

a. anggaran Transfer ke Daerah; dan 

b. Dana Desa. 

(2) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:  

a. Dana Bagi Hasil; 

b. Dana Alokasi Umum; 

c. Dana Alokasi Khusus Fisik; 

d. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 

e. Dana Insentif Daerah; dan 

f. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 

Yogyakarta. 

(3) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut 

provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran 

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini. 

(4) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 
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menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. 

(5) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk Bantuan                 

Biaya Layanan Pengolahan Sampah menurut 

provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

(6) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) untuk Dana Alokasi Khusus 

Nonfisik menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan 

lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana 

Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis 

paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden 

ini diundangkan. 

(7) Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sebagai akibat dari: 

a. perubahan data; dan/atau 

b. kesalahan hitung, 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

Pasal 6 

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam 

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk dana abadi investasi pemerintah di 

bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00 

(dua puluh sembilan triliun rupiah)  untuk: 

a. pengembangan pendidikan nasional; 

b. penelitian; 

c. kebudayaan; dan  

d. perguruan tinggi. 

(3) Ketentuan mengenai bentuk, skema, dan cakupan 

bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil 

pengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 7 

(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran VII 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Presiden ini. 

(2) Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam 

Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan 

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

Pasal 8 

(1) Perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat 

berupa:  

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari 

Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk 

penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum; 

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari 

pinjaman termasuk pinjaman baru untuk 

penanggulangan bencana;  

c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) 

Bagian Anggaran untuk penanggulangan 

bencana; 

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari 

hibah termasuk hibah yang diterushibahkan; 

e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari 

klaim asuransi Barang Milik Negara; 

f. perubahan anggaran belanja dalam rangka 

penanggulangan bencana; 

g. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara 

Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke 

Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga, 

antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 


